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1. Undang - undang · Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-<iaerah Kabupaten dalam · · 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; · 

Mengingat 

c. bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu merubah 
Peraturan · Daerah .Kabupaten Daerah Tingkat II 
Rembang Nomor 2 Tahun 1980 tentang Pendirian Aneka 
Perusahaan Daerah. 

b. bahwa Perusahaan Daerah merupakan salah satu 
penopang Pendapatan Asfi Daerah sebingga perlu 
dioptimalkan dan dlberdayakan; 

Menimbang : a. bahwa selaras dengan usaha untuk menuju kearah 
otonomi yang nyata dan bertanggung jawab, maka 
dipandang pertu meningkatkan kinerja Per_usahaan 
Daerah Kabupaten Rembang; 

BUPATI REMBANG 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH 
TINGKAT II REMBANG NOMOR 2 TAHUN 1980 TENT ANG 

PENDIRIAN ANEKA PERUSAHAAN DAERAH 

NOMOR·20 TAHUN 2002 

TENTANG 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG 

NOMOR 20 TAHUN 2002 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG . 
l 
" 
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~- 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMGANG 
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH 
KA9UPA.TEN DAERAH TINGKAT II REMBANG NOMOR 2 
TAHUN 1980 TENTANG PENOIR!AN ANE~A 
Pf.:RUSAHAAN 9A.ERAH 

MEMUfUSKAN 

- 

i.:!:W.A.N ::>ERWAKILAN RAKY.~T DAER/..H KABUPATEN RE~8M·-'G 
Oengan persetujuan 

s Peraturan Daerah Kabupaten Oaerah Tingkat II 
R.embang Nomor 2 Tahun 1980 tentang Penoirian 
Aneka Perusahaan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Oaerah Tingkat II Rembang Tahun 1980 
Nomor 1 Seri C). 

5. Keputusan Menteri Dalam Neg&ri dan Otonorni Daerah 
Nornor 48 Tahun 2000 tentang Pedoman Tata Nasxah 
Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota. 

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 
Tahun 1999 tentang Teknlk Penyusunan Peraturan 
Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang­ 
undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan 
Rancangan Keputusan Presiden; 

3. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran · Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lernbaran 
Negara Nomor 3839); 

I 
2. Undang-undang Nomor 5 Tanun 1962 tentang Perusa­ 

naan Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1962 Nornor 10, Tambahan Lernbaran Negara 
Nomor 2387); 
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.Agar setiap orang dapat rnenqetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah inl dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 

_)<abupaten Rembang. 

Peraturan Daerah lni mulai berlaku pada tanggal dlundangkan. 

Pasal2 

5. Pasal 19 ayat (5) : 
Penggunaan jasa produksi ditetapkan oleh Dlreksi dengan persetujuan 
Bupati. ~ 

4. Pasal 19 ayat (4): 
Dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d antara lain 
untuk sosial, pendidikan dan pelatihan, kursus dan seminar dltetapkan 
dengan Surat Keputusan Direksl dengan persetujuan Bupati. 

3. Pasal 19 ayat (3) : 
Penggunaan laba untuk cadangan umum can cadangan tujuan 
sebagaimana dimaksud ayat (1} huruf b dan ayat (1) huruf c ditetapkan 
oleh Badan Pengawas. 

2. Pasal 19 ayat (2) : 
Bag Ian laba untuk Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a 
dianggarl<.an didalam ayat penerimaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Rembang tahun berikutnya. 

1. Pasal 19 ayat (1): 
Laba bersih yan~ telah disahkan oleh Bupati setelah dipotong pajak, 
pembagiannya dltetapkan sebagai berikut : 
a. bag1an laba untuk Daerah Rp. 40 %; 
b. cadangan umum .: Rp. 20 %; 
c. cadangan tujuan Rp. 20 °/,; 
d. dana kesejahteraan Rp. 10 %; 
e. jasa produksi. Rp. 10 %. 

Ketentuan Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II 
Rembang Nomor 2 Tahun 1980 tentang Pendirian Aneka Perusahaan 
Daerah diubah menjadi sebagai berikut: 

Pasal 1 
' 

-, I 

} 

-- 



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2002 NOMOR 20 

HENOARSONO 

BUPATI REMBANG 

Ditetapkan di R e m b a n g 
pada tanggal 15 .Juli 2002 J 

H. N O E R A N T 0, SH.MM 
Pembina Utama Madya 
NIP. 500 040 991 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN 
REM BANG 

Oi1..;1j.::1ngkan i:11 Re m b a n g 
pada !Jnggal 20 Ju!i 2002 


